
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR: 1/HK.05-NK/01/2026
NOMOR: 4 TAHUN 2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh
enam (11-03-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOCHAMMAD :  Ke tua  Komis i  Pemil ihan U m u m ,  d a l a m  h a l  i n i
AFIFUDDIN b e r t i n d a k  un tuk  dan atas nama Komisi Pemilihan

Umum, yang berkedudukan d i  Jalan Imam Bonjol
Nomor 2 9 ,  Menteng, Jakar ta  Pusat,  selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. BURHANUDDIN :  J a k s a  Agung Republ ik Indonesia, da lam h a l  i n i
bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik
Indonesia, y a n g  berkedudukan d i  J a l a n  Su l t an
Hasanuddin No.1 Kebayoran Barn, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan
secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-
hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan
umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan
diberikan t u g a s  d a n  wewenang d a l a m  penyelenggaraan pemi l i han
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
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2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintahan yang  fungsinya
berkaitan dengan kelcuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-
undang; dan

3. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor:
80.PR.07-NK/ 01/2022 dan Nomor 14 TAHUN 2022 tanggal 7 Desember 2022
tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dinyatakan t idak berlalcu sejak
ditandatanganinya Nota Kesepahaman mi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan pemndang-undangan sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor  1 6  Ta h u n  2 0 0 4  tentang Kejaksaan Republ ik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana
telah d iubah dengan Undang-undang Nomor 11  Ta h u n  2021 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor  1  Ta h u n  2 0 1 5  tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Ta h u n  2 0 1 4  tentang
Pemilihan Gubemur,  Bupa t i ,  d a n  Wal ikota  Menjad i  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana te lah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan
Walikota Menjadi  Undang-Undang Menjadi  Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
















